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Abstract 
The Fire Department is one of the agencies assigned and authorized to carry out the process of rescuing victims of 
fire disasters and extinguishing fires and investigating the causes of fires. The Fire Department needs a good 
occupational safety and health management system so that it is able to optimally support the achievement of agency 
goals and can provide comfort and security for Fire Department employees. Occupational safety is an effort made in 
preventing, overcoming and reducing the occurrence of accidents. Occupational safety is an effort made in 
preventing, overcoming and reducing the occurrence of accidents. Control of various kinds of hazards by 
implementing proper hazard control in carrying out occupational safety and protection. This research uses empirical 
normative methods, namely all sources are taken from literature, laws and direct field studies by conducting 
interviews. The formulation of the problem in this study is first, the obstacles that are often faced by firefighters in 
carrying out their duties in the field, secondly, efforts to prevent and control fires and thirdly legal protection for 

firefighters for risks in carrying out their duties in Medan City. Inadequate facilities and infrastructure compared to 
the area and characteristics of the field conditions of the service work area, human resources that are not optimal in 
terms of quantity and quality, the limited number and quality of personnel in supporting the implementation of 
tasks, the weak data collection/information system, the lack of adequate budget availability in the framework of 
disaster management, the coordination of the implementation of fire disaster management is not yet optimal, the 
facilities and infrastructure are still limited in the implementation of disaster management, the lack of di saster 
mitigation infrastructure, the lack of preparedness in dealing with disasters, the lack of public outreach about 
disaster management. Efforts to prevent and control fires are more focused on community members, in order to 
increase the level of security and feasibility of all home equipment and equipment used in everyday life to avoid the 
danger of fire. The form of protection for workers at the Medan City Fire Department includes social, technical and 
economic protection. 
Keywords: Legal Protection, Fire Fighting, Risk 
 

Abstrak 
Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu instansi yang bertugas dan diberi wewenang untuk 

melakukan proses penyelamatan korban bencana kebakaran dan memadamkan api serta menyelidiki 
penyebab terjadinya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan sis tem manajemen 

keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang baik sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dari 
instansi secara optimal serta dapat memberi kenyaman dan keamanan bagi para pegawai Dinas 

Pemadam Kebakaran. Keselamatan kerja merupakan suatu daya upaya yang dilakukan dalam 

mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja merupakan suatu 
daya upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan. 

Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dalam 
melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja.. Penelitian ini menggunakan metode normatif 
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empiris, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan studi lapangan lansung 
dengan melakukan wawancara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, kendala 

yang sering dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas di lapangan, kedua, 
upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran dan ketiga perlin dungan hukum bagi 

petugas pemadam kebakaran atas risiko dalam pelaksanaan tugas di Kota Medan. Belum memadainya 
sarana dan prasarana dibandingkan luas dan karakteristik kondisi lapangan wilayah kerja dinas, sumber 

daya mnanusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas, masih terbatasnya jumlah dan kualitas 

aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas, masih lemahnya sistem pendataan/informasi, kurang 
tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana, belum optimalnya 

koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, masih terbatasnya sarana dan prasarana 
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masih kurangnya infrastruktur mitigasi bencana, 

kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana, kurangnya sosialisasi masyarakat tentang 
penanggulangan bencana. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lebih dititikberatkan 

kepada warga masyarakat, agar meningkatkan tingkat keamanan dan kelayakan segala perlengkapan 

maupun peralatan rumah apapun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari 
bahaya kebakaran. Bentuk perlindungan terhadap pekerja pada Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran 

kota Medan mencakup perlindungan sosial, teknis, dan ekonomis.  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemadam Kebakaran, Risiko 

 

PENDAHULUAN 

Kewajiban sesuai dengan 
ketentuan hukum, penyadaran pekerja 
tentang pentingnya organisasi dan 
kepentingannya. Namun masalah 
keselamatan kerja bukannya hanya 
semata-semata tanggung jawab 
mengenai semua persoalan yaitu semua 
institusi, tenaga kerja dan masyarakat. 
Keselamatan kerja merupakan suatu hal 
yang sangat penting bagi semua orang 
terutama bagi instansi-instansi. Sebab 
dampak dari kecelakaan dan kesalahan 
kerja tidak hanya merugikan karyawan 
tetapi juga merugikan instansi yang 
terkait. Keselamatan kerja merupakan 
suatu daya dan upaya yang dilakukan 
dalam mencegah, menanggulangi dan 
mengurangi terjadinya kecelakaan. 
Pengendalian berbagai macam bahaya 
dengan menerapkan pengendalian 
bahaya secara tepat dalam 
melaksanakan keselamatan dan 
perlindungan kerja. Karena 
kenyamanan kerja dan semangat kerja 
suatu kondisi yang harus diketahui dan 

diinformasikan kepada pihak pekerja. 
Dengan diketahuinya dampak positif 
dan dampak negatif suatu pekerjaan 
dapat meningkatkan profesionalitas 
tenaga kerja dan mengetahui berhasil 
atau tidaknya pengabdian kerja suatu 
lembaga atau instansi. Keterlibatan 
yang mempunyai peran serta cukup 
besar untuk terselenggaranya jaminan 
sosial tenaga kerja dengan sebaik-
baiknya. Diantaranya adalah 
pengawasan dengan dibuatnya 
peraturan-peraturan atas hak dan 
kewajiban demi jaminan sosial oleh 
pemerintah yang menjadi syarat 
keamanan dan tercapainya program 
yang besar dalam bentuk partisipasi 
maupun kontrol sosial yang 
dilaksanakan secara efisien. 2 
Pembangunan sektor ketenagakerjaan 
sebagai bagian dari upaya 
pembangunan sumber daya manusia 
salah satu bagian yang tidak 
terpisahkan dengan pembangunan 
nasional sebagai pengamalan Pancasila 
dan pelaksanaan UndangUndang Dasar 
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1945, diarahkan pada peningkatan 
harkat, martabat dan kemampuan 
manusia serta kepercayaan pada diri 
sendiri dalam rangka mewujudkan 
masyarakat sejahtera, adil dan makmur 
baik materiil maupun spirituil. 
Penyelenggaraan perlindungan, 
pemeliharaan dan peningkatan 
kesejahteraan merupakan salah satu 
tanggung jawab dan kewajiban negara 
untuk memberikan perlindungan sosial 
ekonomi kepada masyarakat.  

Sesuai dengan kondisi 
kemampuan keuangan negara, 
Indonesia seperti halnya berbagai 
negara berkembang lainnya, 
mengembangkan program jaminan 
sosial berdasarkan funded social 
security, yaitu jaminan sosial yang 
didanai oleh peserta dan masih terbatas 
pada masyarakat pekerja di sektor 
formal. “Penyelenggaraan jaminan 
kesehatan untuk para pegawai di 
lingkungan instansi pemerintahan 
diberikan atas dasar untuk 
meningkatkan kesejahteraan para 
pegawai di bidang kesehatan pada 
umumnya dan untuk meningkatkan 
motivasi produktivitas kerja para 
pegawai pada khususnya.” 1 Kebakaran 
disebabkan oleh berbagai faktor, namun 
secara umum faktorfaktor yang 
menyebabkan kebakaran yaitu faktor 
manusia dan faktor teknis. Kasus 
kebakaran di Indonesia sekitar 62,8% 
disebabkan oleh kurangnya sikap dan 
pengetahuan, listrik atau adanya 
hubungan pendek arus listrik, 
kurangnya penataan ruang yang baik 
dan minimnya prasarana 
penanggulangan bencana kebakaran. 
“Adapun dampak dari kebakaran ini 

menurut UNESCO mengakibatkan 
kehilangan ekosistem dan 
keanekaragaman hayati, penurunan 
kualitas udara dan polusi udara. 
Dampak lain dari tidak adanya tanggap 
darurat kebakaran yang pasti terjadi 
adalah respon yang natural yaitu 
kepanikan pada semua orang untuk 
menyelamatkan diri.”2 Maka dari itu di 
perlukan efektifitas perlindungan diri 
dan keselamatan yang terstruktur dan 
terukur, selain dapat menimbulkan 
korban jiwa dari tidak adanya sistem 
tanggap darurat dapat pula 
menimbulkan kerugian secara material 
pada gedung, perusahaan maupun 
tempat tempat lainnya harus melakukan 
deficiency anggaran dan penggantian 
tersebut memerlukan banyak biaya 
untuk menggantinya dan kedepan citra 
kantor akan menurun. Sebagaimana 
Dinas Pemadam Kebakaran turun 
langsung dilapangan untuk 
memadamkan api jika terjadi bencana 
kebakaran yang memerlukan jaminan 
kesehatan dan keselamatan kerja. Alat 
bantu kerja juga diperlukan untuk 
terlaksananya pertolongan terhadap 
bencana kebakaran seperti pompa, 
pakaian/jas pemadam kebakaran, 
tabung gas pemadam api dan terutama 
mobil pemadam kebakaran. Salah satu 
alat yang berfungsi untuk menyalurkan 
air ke sumber api dan juga didukung 
oleh tekanan dari pompa hydrant.  

Kesehatan dan keselamaan kerja 
merupakan suatu masalah yang penting 
dalam setiap proses operasional 
terutama pada setiap anggota Dinas 
Pemadam Kebakaran. Kesehatan dan 
keselamatan kerja merupakan 
instrumen yang menjamin pekerja dari 
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dampak bahaya terjadinya  kecelakaan 
kerja. Perlindungan tersebut merupakan 
hak asasi manusia yang wajib dipenuhi 
oleh instansi yang terkait. Hal tersebut 
bertujuan untuk mencegah dan 
menanggulangi akibat yang terjadi dari 
penyelamatan kerja. “Penerapan 
jaminan kesehatan dan keselamatan 
kerja tidak boleh dianggap sebagai 
upaya jaminan keselamatan kerja yang 
biasa bagi pegawai dan bagi Dinas 
Pemerintah Kebakaran. “Dinas 
Pemadam Kebakaran merupakan salah 
satu instansi yang bertugas dan diberi 
wewenang untuk melakukan proses 
penyelamatan korban bencana 
kebakaran dan memadamkan api serta 
menyelidiki penyebab terjadinya 
kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran 
membutuhkan sistem manajemen 
keselamatan kerja dan kesehatan kerja 
yang baik sehingga mampu mendukung 
pencapaian tujuan dari instansi secara 
optimal serta dapat memberi kenyaman 
dan keamanan bagi para pegawai Dinas 
Pemadam Kebakaran. Keselamatan 
kerja merupakan suatu daya upaya 
yang dilakukan dalam mencegah, 
menanggulangi dan mengurangi 
terjadinya kecelakaan. Pengendalian 
berbagai macam bahaya dengan 
menerapkan pengendalian bahaya 
secara tepat dalam melaksanakan 
keselamatan dan perlindungan kerja. 
Karena kenyamanan kerja dan 
semangat kerja suatu kondisi yang 
harus diketahui dan diinformasikan 
kepada pihak pekerja. Dengan 
diketahuinya dampak positif dan 
dampak negatif suatu pekerjaan dapat 
meningkatkan profesionalitas tenaga 
kerja dan mengetahui berhasil atau 
tidaknya pengabdian kerja suatu 

lembaga atau masyarakat. Keterlibatan 
yang  mempunyai peran serta cukup 
besar untuk terselenggaranya jaminan 
sosial tenaga kerja dengan sebaik-
baiknya. Dalam melakukan pemadaman 
kebakaran, petugas di Kota Medan 
belum didukung dengan alat pelindung 
diri yang lengkap seperti tidak adanya 
sepatu khusus pemadam kebakaran 
(firefighter boots) serta belum memadai 
sesuai dengan jumlah petugas seperti 
kurangnya jumlah baju dan celana 
tahan panas, sarung tangan, dan 
masker. Padahal dalam melaksanakan 
tugasnya, petugas pemadam kebakaran 
dihadapkan pada bahaya dan risiko 
yang tinggi di lokasi kebakaran, seperti 
tersulut api, terhirup asap, tertimpa 
rubuhan bangunan, tertusuk benda 
tajam, terpapar panas dan sebagainya. 
Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menentukan bahwa : 
“Setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk 
Masyarakat”. Secara sosiologis 
kedudukan pekerja adalah tidak bebas, 
sebagai orang yang tidak mempunyai 
bekal hidup lain daripada itu, ia 
terpaksa bekerja pada orang lain, 
majikan inilah yang pada dasarnya 
menentukan syarat-syarat kerja. 
Mengingat kedudukan pekerja yang 
lebih rendah daripada majikan maka 
perlu adanya campur tangan 
pemerintah untuk memberikan 
perlindungan hukumnya. Berdasarkan 
latar belakang di atas penulis akan 
mendalami lebih luas dan dalam terkait 
hal diatas dengan mengangkat judul 
penelitian PERLINDUNGAN HUKUM 
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BAGI PETUGAS PEMADAM 
KEBAKARAN ATAS RISIKO DALAM 
PELAKSANAAN TUGAS (Studi Kasus 
Dinas Pencegah Dan Pemadam 
Kebakaran Kota Medan). 

 

METODE PENELTIAN 

Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
secara yuridis empiris yaitu suatu 
penelitian yang meneliti peraturan-
peraturann hukum yang kemudian 
dihubungkan dengan data dan prilaku 
yang hidup dan berkembang di tengah 
masyarakat. Data/materi pokok dalam 
penelitian ini diperoleh langsung dari 
responden melalui penelitian lapangan 
(field research) yaitu pekerja pada Dinas 
Pencegah Pemadam Kebakaran kota 
Medan. 2. Sifat penelitian Penelitian ini 
bersifat deskriftif analisis, yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk 
memperoleh gambaran yang 
menyeluruh, lengkap dan sistematis 
mengenai pelaksanaan perlindungan 
pada pekerja di Dinas Pencegah 
Pemadam Kebakaran. Bersifat analisis 
karena gejala dan fakta yang dinyatakan 
oleh responden kemudian akan 
dianalisis terhadap berbagai aspek 
hukum ketenagakerjaan. 3. Alat 
pengumpul data Dalam melakukan 
penelitian secara yuridis menggunakan 
data sekunder sebagai sumber data 
utama. Data sekunder adalah data yang 
langsung 15 diperoleh tanpa melalui 
responden atau informan. Untuk 
memecahkan apa yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini, 
peneliti mendapat data sekunder 
melalui sumber penelitian sebagai 

berikut: a. Bahan-bahan hukum primer 
Bahan yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas yang terdiri dari 
Undang – Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 
UndangUndang No. 1 Tahun 1970 
tentang Keselamatan Kerja, Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan b. Bahan-bahan 
Hukum sekunder Bahan berupa semua 
publikasi tentang hukum meliputi teks- 
teks, surat kabar, majalah, situs internet, 
skripsi, tesis, disertasi, kamuskamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-
artikel dan bacaan lainnya yang 
berkaitan dengan judul skripsi. d. Bahan 
hukum tersier Bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan sekunder 
seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-
lain. 4. Populasi dan sampel Populasi 
adalah keseluruhan atau himpunan 
objek dan ciri yang sama. Sampel adalah 
himpunan bagian atau sebagain dari 
populasi yang menjadi seumber 
pengumpulan data penelitian. Dalam 
penelitian ini penulis akan mencari 
jumlah populasi yang ada di lokasi 
penelitian dan mencari sampel dengan 
tehnik non probability sampling yaitu 
purposive sampling. Dengan tehnik ini 
penulis memeilih orang responded dan 
tidak mengutamakan derajat 16 
keterwakilan populasi dari sampel 
dipilih sesuia dengan kriteria yang 
ditetapkan yaitu orang yang terlibat 
langsung dalm proses pelaksanaan 
pemadam kebakaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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A. Penyebabi Terjadinyai 
Kebakarani Penyebabi Umumi Bencanai 
Kebakarani :i Urutani kejadiani darii 
mulaii terjadinyai kebakarani hinggai 
menjadii bencanai besari dengani 
banyaki korbani jiwa.i Adai tigai 
persyaratani dasari kebakarani bisai 
terjadii dani semakini membesar:i a.i 
Adanyai bahani bakari ataui bahani 
yangi mudahi terbakari b.i Adanyai 
sumberi pemantiki apii c.i Adanyai 
oksigeni dii udarai untuki mendukungi 
pembakaran.i “Kemampuani 
mengelolai dani mengurangii risikoi 
yangi terkaiti dengani ketigai elemeni 
inii akani banyaki mengurangii 
kemungkinani terjadinyai kebakarani 
serius.i Urutani kejadiani yangi dapati 
menyebabkani kebakarani besari dapati 
mencakupi hal-hali berikut: “1.i 
penumpukani bahani yangi mudahi 
terbakari dii tempati kerjai 2.i 
pengadaani sumberi pemantiki apii 
secarai tidaki disengajai 3.i 
ketidakmampuani mendeteksii adanyai 
kebakarani dengani cepati 4.i 
ketidakmampuani mengendalikani 
kebakarani dani memadamkannya.i 
Ketidakmampuani pengusahai ataui 
pengendalii bangunani untuki 
mengelolai kebakarani bisai 
menyebabkani kematiani manusia.i 
Penyebabi palingi umumi kebakarani 
besari menjadii bencanai besari bagii 
manusiai adalahi ketidakmampuani 
orang-orangi yangi terjebaki dii dalami 
bangunani untuki keluari bangunani 
secarai tepati waktui dani aman.i Lebihi 
banyaki orangi tewasi dalami 
kebakarani akibati menghirupi asapi 
dani gasi beracuni dibandingkani 
akibati panasnyai api.i Gasi beracuni 
jugai dapati menyebabkani hilangnyai 

kesadarani dalami beberapai menit,i 
makai evakuasii tepati waktui 
sangatlahi penting.i Waktui persisnyai 
hali inii terjadii tergantungi padai 
banyaki faktor,i tetapii disarankani 
agari setiapi orangi dii dalami sebuahi 
bangunani harusi mencapaii satui 
tempati yangi amani ataui zonai 
terlindungi dalami waktui duai hinggai 
tigai meniti setelahi mengetahuii 
adanyai kebakarani yangi tidaki 
terkendali.i Alasani ketidakmampuani 
untuki keluari tepati waktui darii 
bangunani bisai mencakupi kondisii 
ataui praktiki yangi tidaki amani 
sepertii berikuti ini:i 1.i Rancangani 
bangunani yangi buruki Kurangnyai 
penyediaani rutei penyelamatani dirii 
darii kebakarani dalami rancangani 
bangunan.i Inii bisai mengakibatkani 
jalani buntui yangi panjangi dii dalami 
bangunani sehinggai jikai terjadii 
kebakarani dii antarai areai tersebuti 
dani pintui keluari satu-satunya,i orang-
orangi yangi terjebaki dii dalamnyai 
tidaki memilikii saranai penyelamatan.i 
Seringkalii rutei penyelamatani dirii 
saati kebakarani hanyai tersediai dii 
lantaii dasari sebuahi bangunan,i dani 
jikai kebakarani berkobari dii bawahi 
yangi menjadii satu-satunyai jalani 
turuni darii lantaii atas,i pekerjai 
mungkini terjebaki olehi apii yangi 
menyala.i Rutei penyelamatani dirii 
darii kebakarani yangi mungkini tidaki 
memadaii untuki jumlahi pekerjai dani 
tamui dii bangunani tersebut,i 
menyebabkani ketidakmampuani 
untuki menyelamatkani dirii secarai 
efektifi darii bangunani tersebut.i 19i 2.i 
Hambatani rutei penyelamatani dirii 
darii kebakarani Gudangi dani fasilitasi 
penyimpanani seringkalii diisii terlalui 
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banyaki barangi ataui berisii bahan-
bahani yangi tidaki terdistribusii 
dengani baik,i yangi mengakibatkani 
hambatani rutei penyelamatani dirii 
darii kebakaran.i Pengunciani pintui 
keluari sebagaii langkahi untuki 
meningkatkani keamanani dapati 
mengakibatkani ketidakmampuani 
membukai rutei keluari dani 
menyebabkani orang-orangi terjebaki 
dii jalani buntui dii dalami bangunani 
yangi terbakar.i 3.i Tidaki adanyai 
sistemi peringatani dinii jikai terjadii 
kebakarani Sistemi peringatani dinii 
saati kebakaran.i misalnyai detektori 
asap,i detektori panasi ataui detektori 
apii memberikani carai yangi efektifi 
untuki mendeteksii kebakarani dengani 
cepati demii melaksanakani tindakani 
pengendaliani yangi tepati waktu.i Bilai 
memungkinkan,i detektor-detektori 
tersebuti harusi terhubungi dengani 
sebuahi sistemi alarmi evakuasii 
independeni yangi berbunyii cukupi 
kerasi sehinggai semuai pekerjai dapati 
mendengari sinyali jikai terjadii 
keadaani darurat.i Tidaki adanyai ataui 
tidaki berfungsinyai sistemi dani 
peralatani untuki mendeteksii adanyai 
kebakarani dani untuki memberikani 
peringatani dinii dapati menyebabkani 
keterlambatani signifikani dalami 
penyelamatani dirii dani evakuasii 
sebuahi bangunan.i 4.i Tidaki adanyai 
proseduri darurati Tidaki adanyai 
proseduri darurat,i tidaki adanyai 
pelatihani tentangi proseduri tersebuti 
dani tidaki adanyai praktiki rutini 
proseduri tersebuti merupakani faktor-
faktori yangi dapati menyebabkani 
keterlambatani dalami evakuasii 
sebuahi bangunan.i 20i “Peristiwa-
peristiwai yangi mengakibatkani 

kebakarani dapati dii analisai darii 
beberapai sebabi dii antaranyai :”8i 1.i 
Nyalai apii dani bahan-bahani yangi 
pijar.i Jikai suatui bendai padati dii 
tempatkani dalami nyalai api,i makai 
suhunyai akani naik,i mulaii terbakari 
dani bernyalai terusi sampaii habis.i 
Kemungkinani terbakari tidaki 
tergantungi darii sifati bendai yangi 
mudahi terbakari ataui sukari terbakar,i 
besarnyai zati padat,i keadaani zati 
padat,i carai menyalanyakani zati 
padati baiki itui sejajari ataui dii atasi 
nyalai api.i 2. Penyinaran.i Terbakarnyai 
suatui bahani yangi mudahi terbakari 
olehi bendai pijari ataui nyalai apii 
tidaki perlui atasi dasari persentuhan.i 
Semuai sumberi panasi memancarkani 
gelombang-gelombangi 
elegtromagnetisi yaitui sinari 
inframerah.i Jikai gelombangi inii 
mengenaii benda,i makai padai bendai 
tersebuti dilepaskani suatui energii 
yangi akani berubahi menjadii panas.i 
Bendai tersebuti menjadii panasi dani 
jikai suhunyai terusi naik,i makai padai 
akhirnyai bendai tersebuti akani 
menyalai sekalipuni bendai tersebuti 
tidaki dikenaii api.i 3.i Peledakani uapi 
ataui gas.i Setiapi campurani gasi ataui 
uapi yangi mudahi terbakari dengani 
udarai akani menyala,i jikai terkenai 
bendai pijari ataui nyalai apii dani 
pembakarani yangi terjadii akani 
meluasi dengani cepat,i manakalai 
kadari gasi ataui uapi beradai dalami 
batasi untuki menyalai ataui meledak.i 
Batas-batasi kadari inii tergantungi 
kepadai bahani bahani yangi memilikii 
sifati zat,i suhui dani tekanani udarai 
yangi berkisari dii antarai 2.0000i m/s.i 
Kecepatani inii akani mempengaruhii 
besari kerusakani yangi dii akibatkani 
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olehi peledakan.i 4.i Peledakani debui 
ataui noktah-noktahi zati cair.i Debu-
bebui darii zat-zati yangi mudahi 
terbakari ataui noktah–noktahi cairi 
yangi berupai suspensii dii udarai 
bertingkahi sepertii campurani gasi dani 
udarai ataui uapi dalami udarai dani 
dapati meledak.i 5.i Percikani api.i 
Percikani apii yangi bertemperaturi 
cukupi tinggii menjadii sebabi 
terbakarnyai campurani gas,i uapi ataui 
debui dani udarai yangi dapati 
menyala.i Biasanyai percikani apii taki 
dapati menyebabkani terbakarnyai 
bendai padat,i olehi karenai tidaki 
cukupnyai energii dani panasi yangi 
ditimbulkani akani menghilangi dii 
dalami bendai padat.i Percikani jugai 
bisai dii akibatkani olehi arusi listriki 
padai pemutusani hubungani arusi 
listriki padai kumparani yangi 
bertenagai listrik,i pengosongani listriki 
padai elektrodaelektroda.i Percikani apii 
yangi dii karenakani beradunyai duai 
bendai padati dapati menyebabkani 
pulai campurani gasi ataui uapi udarai 
mudahi menyala.i 6.i Terbakari sendirii 
Kebakarani sendirii dapati terjadii padai 
onggokani bahani bakari minerali yangi 
padati ataui zat-zati organis,i apabilai 
peredarani udarai cukupi besari untuki 
terjadinyai prosesi oksidasi,i tetapii 
tidaki cukupi untuki mengeluarkani 
panasi yangi terjadi.i Hali inii jugai dii 
pengaruhii kelembaban. 7.i Reaksii 
kimiawi.i Reaksi-reaksii kimiawii 
tertentui menghasilkani cukupi panasi 
yangi besari yangi berakibati timbulnyai 
kebakaran.i Fosfori kuningi teroksidasii 
sangati cepat,i bilai bersinggungani 
dengani udara.i Bubuki besii yangi 
halusi (besii pirofor)i pijari dalami 
udarai yangi mungkini menimbulkani 

kebakaran.Kalsiumi karbidai menguraii 
secarai secarai eksotermis,i jikai terkenai 
air,i dani membebaskani gasi asiteleni 
yangi mungkini meledaki ataui 
terbakari olehi panasi yangi terjadi.i 
Natriumi dani kaliumi bereaksii kerasi 
dengani airi dani membebaskani zati 
air,i yangi mungkini terbakar,i jikai 

suhui naiki melebihii 40C.i Asami 
Nitrati yangi menguraii padai bahan-
bahani organiki yangi menyebabkani 
nyalai api.i Seluloidi menguraii padai 

suhui 100C,i mungkini menyalai padai 

suhui 150Ci sebagaii akibati zati asami 
yangi dikandungnyai dani mungkini 
meledaki bilai dii simpani padai wadahi 
tertutup.i Dani zat-zati yangi bersifati 
mengoksidasii sepertii hidrogeni 
peroksida,i klorat,i perklorat,i borat,i 
perborati dani lain-laini yangi 
membebaskani oksigeni padai 
pemanasan,i dengani aktifi 
meningkatkani prosesi oksidasii dani 
menyebabkani terbakarnyai bahan-
bahani yangi dapati dii oksidasi.i 8.i 
Peristiwa-peristiwai lain.i Gesekani 
antarai duai bendai menimbulkani 
panas,i yangi semakini banyaki 
menuruti besarnyai koefisieni gesekan.i 
Manakalai panasi yangi timbuli lebihi 
besari darii kecepatani panasi 
lingkungan,i kebakarani mungkini 
terjadii padai mesini yangi kurangi 
minyaki ataui oli. 

B.i Pencegahani Terjadinyai Kebakaran 

i Pencegahani kebakarani adalahi 
usahai yangi pentingi dani esensiali 
karenai pencegahani menjadii langkahi 
awali dalami upayai memanajemeni 
kebakarani sehinggai dapati menekani 
potensii kebakarani seminimi mungkini 
yangi disertaii dengani upayai 
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pengendaliani secarai terpadui dani 
menyeluruh.i Pencegahani kebakarani 
adalahi langkahlangkahi yangi 
dilakukani sebelumi terjadii kebakarani 
yangi meliputii tahapani strategis.i 
Tahapani strategisi tersebuti digunakani 
sebagaii upayai pengendaliani risikoi 
kebakarani dengani menekani tingkati 
kemungkinani dani tingkati keparahani 
risiko.i Kesiapani rumahi sakiti dalami 
pengelolaani sistemi tanggapi darurati 
harusi selalui ditingkatkani sehinggai 
dapati menghindarii risikoi darii 
bahayai kebakarani yangi dapati 
menimbulkani kerusakani fisiki 
bagunan,i kecatatani bahkani kematiani 
bagii penghunii (pasien),i pengunjungi 
dani pekerjai selamai beradai didalami 
lingkungani rumahi sakit.i Hali inii 
dikarenakani bahwai upayai 
pencegahani dani penanggulangani 
kebakarani tidaki pernahi terlepasi darii 
adanyai peran,i tugasi dani tanggungi 
jawabi darii pihaki manajemeni rumahi 
sakiti gunai mendukungi keberhasilani 
pelaksanaani tanggapi darurati 
kebakarani dii rumahi sakiti berjalani 
dengani baik.i Programi pencegahani 
dani pengendaliani kebakarani yangi 
terorganisiri akani menekani risikoi 
timbulnyai apii dani menghindarii 
terjadinyai kebakaran.i“Pencegahani 
kebakarani dani pengurangani korbani 
kebakarani tergantungi darii limai 
prinsipi pokoki sebagaii berikuti :i a. 
Pencegahani kecelakaani sebagaii 
akibati kecelakaani ataui keadaani 
panik.i b. Pembuatani bangunani yangi 
tahani api.i c. Pengawasani yangi 
teraturi dani berkala.i d. Penemuani 
kebakarani padai tingkati awali dani 
pemadamannya. e. Pengendaliani 
kerusakani untuki membatasii 

kerusakani sebagaii akibati kebakarani 
dani tindakani 
pemadamannya.”iPencegahani 
kebakarani padai dasarnyai dilakukani 
sebagaii upayai untuki menanggulangii 
kebakarani secarai dinii agari tidaki 
meluas.i Adanyai peristiwai kebakarani 
dii rumahi sakiti dapati menimbulkani 
dampaki yangi besari mengingati dii 
rumahi sakiti terdapati pekerja,i 
pengunjungi dani pasieni yangi beradai 
dalami kondisii lemahi sertai terdapati 
berbagaii macami bahani kimiai yangi 
mudahi meledaki mudahi terbakari 
dani terdapati peralatani elektroniki 
yangi dapati mengakibatkani terjadinyai 
korsletingi listrik.i Untuki itui sangati 
pentingi adanyai sistemi keselamatani 
proteksii kebakarani yangi tepati dani 
efektifi sebagaii langkahi pencegahani 
kerugiani materili dani nonmaterili 
akibati kebakaran.i Pencegahani 
kebakarani adalahi semuai tindakani 
yangi berhubungani dengani 
pencegahan,i pengamatani sertai 
pemadamani kebakarani yangi 
meliputii perlindungani jiwai dani 
keselamatani manusiai sertai 
perlindungani kekayaan.i Adapuni 
programi pencegahani dani 
pengendaliani kebakarani dii antaranyai 
pembentukani tim,i pembuatani 
standari operasionali proseduri (SOP)i 
tanggapi darurat,i Pencegahani 
Terjadinyai Kebakarani Pencegahani 
kebakarani adalahi usahai yangi 
pentingi dani esensiali karenai 
pencegahani menjadii langkahi awali 
dalami upayai memanajemeni 
kebakarani sehinggai dapati menekani 
potensii kebakarani seminimi mungkini 
yangi disertaii dengani upayai 
pengendaliani secarai terpadui dani 
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menyeluruh.i Pencegahani kebakarani 
adalahi langkahlangkahi yangi 
dilakukani sebelumi terjadii kebakarani 
yangi meliputii tahapani strategis.i 
Tahapani strategisi tersebuti digunakani 
sebagaii upayai pengendaliani risikoi 
kebakarani dengani menekani tingkati 
kemungkinani dani tingkati keparahani 
risiko.i Kesiapani rumahi sakiti dalami 
pengelolaani sistemi tanggapi darurati 
harusi selalui ditingkatkani sehinggai 
dapati menghindarii risikoi darii 
bahayai kebakarani yangi dapati 
menimbulkani kerusakani fisiki 
bagunan,i kecatatani bahkani kematiani 
bagii penghunii (pasien),i pengunjungi 
dani pekerjai selamai beradai didalami 
lingkungani rumahi sakit.i Hali inii 
dikarenakani bahwai upayai 
pencegahani dani penanggulangani 
kebakarani tidaki pernahi terlepasi darii 
adanyai peran,i tugasi dani tanggungi 
jawabi darii pihaki manajemeni rumahi 
sakiti gunai mendukungi keberhasilani 
pelaksanaani tanggapi darurati 
kebakarani dii rumahi sakiti berjalani 
dengani baik.i Programi pencegahani 
dani pengendaliani kebakarani yangi 
terorganisiri akani menekani risikoi 
timbulnyai apii dani menghindarii 
terjadinyai kebakaran.i 29i 
“Pencegahani kebakarani dani 
pengurangani korbani kebakarani 
tergantungi darii limai prinsipi pokoki 
sebagaii berikuti :i a.i Pencegahani 
kecelakaani sebagaii akibati kecelakaani 
ataui keadaani panik.i b.i Pembuatani 
bangunani yangi tahani api.i c.i 
Pengawasani yangi teraturi dani 
berkala.i d.i Penemuani kebakarani 
padai tingkati awali dani 
pemadamannya.i e.i Pengendaliani 
kerusakani untuki membatasii 

kerusakani sebagaii akibati kebakarani 
dani tindakani pemadamannya.”i 
Pencegahani kebakarani padai 
dasarnyai dilakukani sebagaii upayai 
untuki menanggulangii kebakarani 
secarai dinii agari tidaki meluas.i 
Adanyai peristiwai kebakarani dii 
rumahi sakiti dapati menimbulkani 
dampaki yangi besari mengingati dii 
rumahi sakiti terdapati pekerja,i 
pengunjungi dani pasieni yangi beradai 
dalami kondisii lemahi sertai terdapati 
berbagaii macami bahani kimiai yangi 
mudahi meledaki mudahi terbakari 
dani terdapati peralatani elektroniki 
yangi dapati mengakibatkani terjadinyai 
korsletingi listrik.i Untuki itui sangati 
pentingi adanyai sistemi keselamatani 
proteksii kebakarani yangi tepati dani 
efektifi sebagaii langkahi pencegahani 
kerugiani materili dani nonmaterili 
akibati kebakaran.i Pencegahani 
kebakarani adalahi semuai tindakani 
yangi berhubungani dengani 
pencegahan,i pengamatani sertai 
pemadamani kebakarani yangi 
meliputii perlindungani jiwai dani 
keselamatani manusiai sertai 
perlindungani kekayaan.i Adapuni 
programi pencegahani dani 
pengendaliani kebakarani dii antaranyai 
pembentukani tim,i pembuatani 
standari operasionali proseduri (SOP)i 
tanggapi darurati pemenuhani fasilitasi 
dani pelatihani mengenaii kebakaran.i 
Selaini itui melakukani pemeriksaani 
rutini terhadapi listriki dani bangunani 
(APAR,i sumberi air,i dani lain-lain),i 
pembuatani SOPi dii setiapi alati ataui 
kegiatan,i dani diterapkani peraturani 
larangani merokok.i Adapuni tindakani 
yangi dapati dilakukani adalahi :i 1.i 
Tindakani pencegahani (preventif),i 
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yaitui upayai yangi dilakukani sebelumi 
terjadii kebakarani dengani tujuani 
untuki menekani ataui mengurangii 
faktor-faktori yangi dapati 
menyebabkani timbulnyai kebakaran,i 
antarai lain:i a. Mengadakani 
penyuluhani b. Pengawasani terhadapi 
bahan-bahani bangunan c. Pengawasani 
terhadapi penyimpanani dani 
penggunaani barang-barangi d.i 
Pengawasani peralatani yangi dapati 
menimbulkani apii e.i Pengadaani 
saranai pemadami kebakarani f.i 
Pengadaani saranai penyelamatani dani 
evakuasii g.i Mengadakani latihani 
pemadamani kebakarani secarai 
berkalai h.i Mempersiapkani proseduri 
pelaksanai 2.i Tindakani repressive,i 
yaitui upayai yangi dilakukani setelahi 
terjadii kebakarani dengani tujuani 
untuki mengevakuasii dani 
menganalisai peristiwai kebakarani 
tersebuti untuki mengambili langkah-
langkahi berikutnya,i sepertii :i a.i 
Membuati pendataani b.i Menganalisai 
tindakan-tindakani yangi telahi 
dilakukani (kegagalankegagalan)i c.i 
Menyelidikii faktor-faktori penyebabi 
kebakarani sebagaii bahani pengusutan. 
3.i Tindakani rehabilitasi,i yaitui upayai 
pemulihani yangi dilakukani setelahi 
terjadii kebakarani terhadapi suatui 
bangunani setelahi dilakukani 
pemeriksaani dani penelitiani 
mengenaii tingkati kehandalani 
bangunani tersebuti sesuaii dengani 
pedomani teknisi yangi berlaku.i 
Pencegahani kebakarani adalahi 
bagaimanai menyadarii faktor-faktori 
yangi menyebabkani kebakarani 
kemudiani mengambili langkah-
langkahi untuki mencegahi 
kemungkinani menjadii kenyataan.i 

Diperlukani programi pendidikani dani 
pengawasani tenagai kerja,i rencanai 
pemeliharaani gedungi dani peralatani 
yangi tepati dani teratur,i proseduri 
untuki pemeriksaani rutini dani tidaki 
terjadwali dii tempat,i sertai lokasii 
peralatani pemadami kebakarani yangi 
tepati yangi jugai perlui dijagai dengani 
baik,i dipeliharai dani diberikani aksesi 
yangi tidaki terhalang.i Untuki 
membuati programi tersebuti menjadii 
efektif,i seseorangi yangi beradai dekati 
dengani cabangi utamai teratasi darii 
pengelolaani harusi diberii tanggungi 
jawabi untuki mengaturi dani 
memantaui programi pencegahani 
kebakaran 

B. Sejarah Perlindungan Kerja Bagi 
Pekerja Pada Dinas Pencegah 

Pemadam Kebakaran Kota Medan“ 

Dinasi Pencegahi Pemadami 
Kebakarani Kotai Medani sudahi adai 
sejaki zamani penjajahani Belandai 
(Batavia)i tahuni 1919i dani padai saati 
itui pemadami kebakarani inii disebuti 
Brandwier.i Sejaki zamani 
kemerdekaani Republiki Indonesiai 
uniti pemadami kebakarani inii terusi 
tetapi adai namuni dikelolai olehi 
daerahi tingkati IIi masingi –i masingi 
yangi keberadaannyai bergabungi 
dengani instansii yangi adai padai saati 
itu.”15i Dii Kotai Medani khususnyai 
uniti Pemadami Kebakarani inii beradai 
dii Dinasi Pekerjaani Umumi 
Kotamadyai Medani yangi beradai 
padai salahi satui seksii dani disebuti 
Uniti Pencegah/i Pemadami Kebakarani 
Kotamadyai Medan.i Kemudiani padai 
tahuni 1967,i uniti Pemadami 
Kebakarani inii beralihi posisinyai darii 
Uniti Pemadami Kebakarani dibawahi 



 

275 
 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN ATAS RISIKO DALAM 

PELAKSANAAN TUGAS  

(Studi Kasus Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran Kota Medan) 

Nita Safira Panjaitan 1), Endhitatri Br Tarigan 2), Alusianto Hamonangan 3), Onan Purba 4) 

 

Dinasi Pekerjaani Umumi Kotamadyai 
Medani kei Sub.i Direktorati Ketertibani 
Umum.i Padai tahuni 1972i Uniti 
Pemadami Kebakarani inii berubahi 
menjadii Uniti Linmasi dibawahi Subi 
Direktorati Ketertibani Umum.i Sejaki 
tahuni 1979,i Dinasi Pencegahi 
Pemadami Kebakarani Kotai Medani 
dipindahkani kei Badani Penelitiani 
dani Pengembangani Kotai Medan.i 
Penempatani Dinasi Pencegahi dani 
Pemadami Kebakarani Kotai Medani 
padai Badani Penelitiani dani 
Pengembangani Kotai Medani 
bertujuani untuki menyamakani 
perkembangani kotai dengani strategii 
mengantisipasii sumber-sumberi 
bencanai khususnyai sumber-sumberi 
kebakarani yangi barui dani 
mengetahuii tingkati pelayanani publiki 
lainnya.i Dinasi Pencegahi Pemadami 
Kebakarani (DP2K)i Kotai Medani yangi 
dibentuki berdasarkani Perdai Kotai 
Medani No.i 34i Tahuni 2001,i 
Keputusani Walikotai Medani Nomori 
67i Tahuni 2002,i tentangi Tugasi Pokoki 
dani Fungsii Universitasi Sumaterai 
Utarai 51i DP2Ki kotai Medan,i 
mempunyaii tugasi melaksanakani 
urusani rumahi tanggai daerahi dalami 
bidangi pencegahani dani pemadamani 
kebakaran,i melaksanakani 
pembantuani sesuaii dengani bidangi 
tugasnya.i DP2Ki Kotai Medani 
mempunyaii fungsii sebagaii berikuti :i 
1.i Merumuskani dani melaksanakani 
kebijakani teknisi dii bidangi 
pencegah/i pemadami kebakaran;i 2.i 
Melaksanakani kegiatani pencegahani 
terhadapi bahayai kebakarani ataui 
bencanai alam;i 3. Melaksanakani 
kegiatani operasionali 
penanggulangan/ pemadamani 

kebakarani ataui bencanai alam;i 4. 
Menyelenggarakani pengawasani ataui 
pengendaliani terhadapi pengolahan,i 
penyimpanan,i peredaran,i kegiatani 
bongkari muat,i pengangkutani barangi 
dani bahani (material)i yangi mudahi 
terbakari sesuaii dengani ketentuani 
yangi berlakui 5. Mengkoordiniri 
kegiatani uniti pemadami kebakarani 
padai instansii pemerintahi dani 
swasta,i perusahaan,i perhotelan,i 
perbankan,i tempat-tempati vital/ noni 
vital,i pusati perbelanjaan,i pasari dani 
lain-laini 6. Melaksanakani kegiatani 
retribusii racuni apii 43i 7.i Melakukani 
pengawasani dani pemeriksaani padai 
semuai bangunan,i gedungi 
pertunjukan/pameran,i tempati usaha,i 
tempati hiburani dani tempati 
keramaiani yangi ramaii dikunjungii 
orangi yangi rawani terhadapi bahayai 
kebakarani 8.i Melaksanakani seluruhi 
kewenangani yangi adai sesuaii dengani 
bidangi tugasnyai 9.i Melaksanakani 
tugas-tugasi laini yangi diberikani olehi 
Kepalai Daerah.i Ketikai kebakarani 
makai pemberangkatani regui 
pemadami kebakarani dii DP2Ki Kotai 
Medani dipimpini olehi kepalai UPTi 
dan/ataui komandani regu.i Regui 
pemadami berangkati dengani 
kendaraani pemadami kebakarani yangi 
dikemudikani olehi supiri pemadam.i 
Supiri pemadami memilikii tanggungi 
jawabi untuki mengantarkani regui 
pemadami kebakarani agari segerai 
mencapaii lokasii kebakarani dengani 
selamat.i Sesampaianyai dii lokasii 
kebakarani regui pemadami kebakarani 
bertugasi sesuaii perani ataui tugasi 
masing-masing.i Kepalai UPTi bertugasi 
untuki berkordinasii dengani 
masyarakati sekitari dani pihak-pihaki 
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terkait,i menganalisisi besarani 
kebakarani untuki dilaporkani melaluii 
radioi kepadai petugasi piket,i dani 
UPTi lainnya.i Jikai kepalai UPTi 
menilaii butuhi bantuani timi 
pemadami kebakarani laini makai diai 
akani melaporkani kei petugasi piket.i 
Petugasi piketi kemudiani memintai 
UPTi terdekati untuki memberikani 
bantuan.i Komandani regui bertugasi 
memimpini pasukani dii regunyai 
dalami melakukani pemadamani 
kebakaran.i Komandani regui harusi 
berkordinasii dengani kepalai UPTi 
dalami mengaturi strategii pemadamani 
kebakaran.i Padai awali kedatangani dii 
lokasii kebakaran,i anggotai regui 
segerai menggelari selangi menujui 
titiki terdekati kei objeki yangi 
terbakar.i Setelahi adai permintaani 
pengalirani airi darii petugasi 
pemegangi nozzle,i makai operatori 
pompai yangi dalami hali inii supiri 
pemadam,i segerai mengalirkani airi 
dengani tekanani airi yangi 44i 
disesuaikani dengani kondisii ataui 
sesuaii permintaani petugasi pemegangi 
nozzlei untuki menyemprotkani airi dii 
areai kebakaran.i Jikai terjadii 
kehabisani air,i supiri pemadami 
bersamai satui anggotai regui 
bertanggungi jawabi untuki mencarii 
airi dii tempati terdekati lokasii 
kebakarani dengani memintai petunjuki 
darii komandani regui ataui kepalai 
UPT. 

 

SIMPULAN  

Belum memadainya sarana dan 
prasarana dibandingkan luas dan 
karakteristik kondisi lapangan wilayah 

kerja dinas, sumber daya mnanusia 
yang belum optimal secara kuantitas 
dan kualitas, masih terbatasnya jumlah 
dan kualitas aparat dalam mendukung 
pelaksanaan tugas, masih lemahnya 
sistem pendataan/informasi, kurang 
tersedianya anggaran yang memadai 
dalam rangka penanggulangan bencana, 
belum optimalnya koordinasi 
pelaksanaan penanggulangan bencana 
kebakaran, masih terbatasnya sarana 
dan prasarana dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, masih 
kurangnya infrastruktur mitigasi 
bencana, kurangnya kesiapan dalam 
menghadapi bencana, kurangnya 
sosialisasi masyarakat tentang 
penanggulangan bencana. Upaya 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran lebih dititikberatkan kepada 
warga masyarakat, agar meningkatkan 
tingkat keamanan dan kelayakan segala 
perlengkapan maupun peralatan rumah 
apapun yang digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari agar terhindar 
dari bahaya kebakaran. Bentuk 
perlindungan terhadap pekerja pada 
Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran 
kota Medan mencakup perlindungan 
sosial, teknis, dan ekonomis. 
Perlindungan sosial yaitu pekerja pada 
DP2K Medan telah terdaftar sebagai 
peserta BPJS ketenagakerjaan dan oleh 
karena itu mereka dapat menikmati 
program di BPJS Ketenagakerjaan 
seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua 
dan Jaminan Pensiun. 
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